BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pidana menempati suatu posisi yang sentral dalam suatu sistem

penyelengs hukum pidana (Criminal Justice Sistem). Hal ini disebabkan

enaiputusan penjatuhan pidanaaka Hiki akibat yang sangat luas, baik

a0i pelaku kejahatan itu sendiri maupurfbagi‘masyarakat secara keseluruhan.t

enerapan sanksi pidana yang berbeda gtau dalam hukum pidana dikenal

gan sebutan dispar

D alahan yang tela adi Ses penegakan hukum di

A
Ind tnya akan disebut
diparitasipidana,ini dianggap seDa0HHeg ang mengganggu sistem

KARAWANG. i ndoesia

engalaminya.

peradilan pidana,ba

tetapi hampir selurd

Muladi menegaska paritasipidana merupakan penerapan pifana

(Disparity of Sentencing) dalam halifiigpenerapa atau gidak
sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang anya dapat
diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.? Secara lebih spesifik,
menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat digolongkan ke

dalam salah satu dari beberapa kategori:*

! Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT.Alumni, Bandung,
2010, him.52

2 1bid

3 Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses
Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam IImu Hukum
Pidana, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003, him.23



1. Disparitas antara delik yang sama;

2. Disparitas antara delik yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis Hakim;

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda

untuk delik yang sama.

ndonesia, pée pan sanksi pidana yang berbeda atau disparitas

a juga sering dihubungkan deng ependensi Hakim atau diskresi

lakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka disebut diskresi atau kehakiman

ahapun adalah.kemampuan Hakim

* ( “‘
c|..-t- M

Panca5|la: dem| tersaraﬁﬁra Hukum Republik

Peradilan yangmandisi.harus menjamin terselenggaranya peradilan yang

jujur, adil serta menjamintkepa: hukum dalam masyarakat berdasarkan
hukum yang berlaku. Hakim memiliki Keb etetapikekliaSaaphya
dibatasa oleh peraturan Perundang-Undangan.

Pada satu sisi disparitas pidana merupakan bagian dari diskresi Hakim
dalam pengambilan keputusan, namun di sisi lain disparitas pidana ini juga
menimbulkan ketidakpuasan bahkan dikalangan narapidana dan masyarakat

luas sehingga menimbulkan permasalahan bagi penegakan hukum di

4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1)



Indonesia. Ketimpangan yang terlalu menyolok tanpa landasan yang jelas
dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berakibat fatal
dalam konteks “correction administration”. Narapidana yang setelah
membandingkan kejahatan, merasa menjadi korban "the judicial caprice"

menjadi narapidana yang tidak menghormati hukum, padahal penghormatan

efhadag dalah salah satu.tujuan idanaan.

Akibatnya, persoalan seriusakan ul karena hal itu akan menjadi

inda sekaligus manifestasi dari ketidakfampuan sistem untuk mencapai

amaan keadilan dal

merusak kepercaya

=gar=n diperintah-ol um dan juga
3 uh ePh.5 Selain itu,
jug | kecemburua juga-g m atif dari masyarakat
pada \- 8 peradilalt, e 3 gaRan dalam bentuk

ketidakperdtliap ¥ pemfR'AaWAﬂG

Penyalahgunaas otika merupakan salah satu permasalahan yang

semakin banyak terjad dalamlingkungan masyarakat. Penyalahgupaan
narkotika ini juga merupakan suattitimdak proe aRg.sebenarn angdagi
sebuah permasalahan baru di Indonesia. Inde iri_tels emiliki
pengaturan terkait adanya praktik penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.® Penyalah Guna dalam
Undang-Undang ini diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika

tanpa hak atau melawan hukum.” Sedangkan pengertian dari narkotika itu

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, him.54

¢ Rodliyah dan H.Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, PT.Raja
Grafindo Persada, Depok, 2023, him.85

" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15)



sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang berbunyi :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir
dalam Undang-Undang ini”.2

ndangsndang ini Klasifikasikan farkotika menjadi tiga kelompok
Golongan I, Golongan Il,"dan G n 11, serta mengklasifikasikan
erbagai jenis narkotika ke dalam golongarp ya masing-masing. Tujuan adanya

dang-Undang Nomor=35 Tahun 2060 ttenta: g Narkoftka: adalah untuk

atur penggunaan ru\ S ng berkaitan
de arkotika yang eni ah Undang-Undang ini
juga \o sark SRasinimun : emberikan
efek jera y takbagi irRﬂawrNNathuk orang lain
sebagai bentuk peneegahan khusus dan umum.

Proses penegaka u erupakan salah satu aspek penting dalam

pemberantasan tindak pidana otika. pasalahan penerapam™ sapksi

dalam

pidana yang berbeda atau disparitas pidana eringkali_mune
penegakan hukum tindak pidana narkotika. Ketika ditemukan putusan Hakim
yang sangat jauh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang sudah

ada, disamping itu putusan pidana yang dijatuhkan kadangkala berbeda antara

terpidana satu dengan yang lainnya walaupun kasusnya sama dan dengan dasar

8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narrkotika, Pasal 1 ayat (1)



pasal yang diterapkan juga sama seperti pada pasal 112 ayat (1) yang memuat
ketentuan sanksi pidana penjara dan denda, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan |
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).””

ikadiukaikan ketentuanpidana didajam pasal 112 ayat (1) tersebut yaitu
ana penjara paling singkat 4 mpﬁ@ dan paling lamanya 12 (dua
ikit Rp.800.000.000,00 (delapan
s juta) dan paling banyak Rp:8.0 7===!::=7=7= 00 fdefapan=milyar rupiah).
gga berdasarkan ua dalam pa (1) tersebut
\ pidana penjara enganial um khusus. Namun,

terdapat pUttisan HIR ey eda ..sr-.l rﬁ‘f.-%-' si pidana

dalam pasa sehinKHi AHWr sNxGahkan terdapat
) arapkan p

idana dibawah ancaman minimum khusus

elas) tahun penjara, dan denda paling s

putusan Hakim
hal ini tentunya akan menamba ak disparitas yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian terfadap. penerapan sanksi*pidana
yang berbeda terhadap pelaku penyalah gune otika yang_dihubtngkan
dengan dasar ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku

® Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1)



penyalah guna narkotika dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.BIt dan
nomor 295/ Pid.Sus/2021 /Pn.Blt.

Didalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.BIt dengan terdakwa atas
nama Yamsul Arifin, la didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
alternatif yaitu pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim memilih pasal 112 ayat (1)
sg ’,. d pencrapan pidana_pada pgrkara tersebut. Didalam putusan,

im memang memutus terdak a@i@ secara sah dan menyatakan

ersalah melakukan tindak pidana tanpd

hak atau melawan hukum dan

guasai narkotika akim hanya

) bulan serta

selama 2 (du

KARAWA

gutusan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dengan

Sedangkan
terdakwa atas nama EIy ade a juga didakwa oleh Penuntut Umum

143

dengan dakwaan alternatif yaitu pe 112 ayat Indang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narka im_juga men pasal
112 ayat (1) sebagai dasar penerapan pidana pada perkara tersebut. Pada
putusan ini Hakim juga memutus terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika
golongan 1, tetapi berbeda dengan putusan sebelumnya dalam putusan ini

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan



serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

selama 1 (satu) bulan.

No Kateqori Nomor Nomor
g 203/Pid.Sus/2021/Pn.BIt | 295/Pid.Sus/2021/PN.BIt
1 Pasal yang Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) atau

didakwakan | Pasal 112 ayat (1) Pasal 112 ayat (1)
Pasal yang

apkar | 112 ayat (1) /\ Pasal 112 ayat (1)
Pidana.penjara I(sat Pidana penjara 4 (empat)
tahun dan 6 (enaEﬂKan tahun dan 3 (tiga) bulan
serta denda serta denda
Rp.800.000.000,00// Rp.800.000.000,00

Sanksi Pidana

Tabel 1.1 P /Rid. Sus: [/Pn.Blt dan
295/Pid.Sus/2021

ehingga dapat d erda Jf: sanksi pidana yang

berbeda adap pelaku—penyala : ika—gidalam_dua putusan

tersebut Y Aka RUanya disparitas yang terjadi
dalam kedua 3 rKA'R AWANGerIebih bahwa
kedua pelaku penyalahgunaammarkotika tersebut dikenakan dengan pasal yang

sama oleh Hakim yaitu Pasalilid2 aya ndang-Undang Nomor 35 JFahun
2009 tentang Narkotika, namun penere sanksi prda aranya berbeda
bahkan salah satunya dijatuhi pidana penjara dibawa an minimum
khusus dalam Undang-Undang ini.

Menurut Penulis setidaknya berdasarkan pasal yang diterapkan Hakim
yaitu pada pasal 112 ayat (1) dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt

atas nama Yamsul Arifin, la seharusnya dijatuhkan pidana minimum 4 (empat)

tahun penjara sesuai ketentuan pidana pada pasal tersebut, sehingga tidak



menimbulkan disparitas pidana yang terlalu jauh. Disparitas pidana yang
terlalu jauh selain akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpuasan bagi
terpidana maupun masyarakat pada umumnya juga akan berdampak buruk
terhadap kepastian hukum dan keyakinan masyarakat terhadap hukum dan
lembaga peradilan. Oleh sebab itu diperlukan penelitian ini untuk mengetahui

disparitas yang terjadi antara kedua putusan yang menjadi objek penelitian ini

te A e midikisdlasar pemberianyang jelas/\mengingat disparitas pidana boleh
a terjadi asalkan dengan dasar pembe ang jelas.

Sebelumnya sudah ada penelitian ng membahas tentang penerapan

ksi pidana yang berbeda atati=disp n
menjaga keaslian u i ﬁ
\ a yaitu :
Kara Penyalah

gunaan“Narkotika DKARAWANrG) 2652/Pid.Sus

/2018/PN.Tng 14/Pid.Sus/2018/PN.Tng), Oleh Dwi Setyo Rini,

a narkotika,

a) penelitian

Universitas Islam Negesi SyarifiHidayatullah, 2021”. Adapun kesimptilan
yang terdapat dalam skrip i, perta gahwa dasar Hakim dalam
memformulasikan putusan tindak pidana“tefikat,oleh bebe prinsip
yaitu prinsip kemerdekaan Hakim, prinsip imparsialitas dan prinsip
penafsiran. Kedua, alasan terjadinya disparitas pidana didalam kedua
putusan tersebut dikarenakan adanya fakta hukum di persidangan menjadi

keniscayaan Hakim didalam memformulasikan hukuman, serta adanya



kebebasan Hakim didalam memutuskan artinya Hakim tidak terikat oleh
putusan yang lain dalam konteks tindak pidana yang sama.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Pidana Dalam
Tindak Pidana Narkotika, Oleh Ria Susanti, Universitas Brawijaya, 2016”.
Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, unsur-unsur yang
termuat didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

009 dentang.Narkotika antara lain yaltu unsur setiap orang, unsur tanpa
hak atau melawan hukum nie awﬁkltuk dijual, menjual, membeli,

menjadi perantara dalam jual beli, mep

likar, menyediakan atau menerima,

unsur narkotika gol tnya melebihi

kg atau melebihi anaman yang

cratnya melebihi dapun faktor-faktor
diS Penafsiran,

jenis kelam

KARAWANG

Dengan de apun yang membedakan penelitian Penulis dengan

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang berbedayang ob aelitian yang digunakan gleh
Penulis yaitu putusan dengan nomor 20 Pn. Blt@d@h nomor
295/Pid.Sus/2021/Pn.BIt.

2. Pasal yang digunakan dalam penelitian yang mana dalam penelitian
sebelumnya menggunakan pasal 127 ayat (1) dan pasal 114 ayat (2)

sedangkan pasal yang akan digunakan Penulis yaitu pasal 112 ayat (1).
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3. Perbedaan identifikasi masalah dalam penelitian, yang mana dalam
penelitian yang pertama mempertanyakan bagaimana Hakim dalam
memformulasikan putusan. Kemudian dalam penelitian yang kedua
mempertanyakan unsur-unsur yang termuat didalam pasal 114 ayat (2)
sedangkan dalam penelitian penulis akan mempertanyakan bagaimana

pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana yang berbeda dalam

Pu AgyangJnenjadi objek.penelitia
Berdasarkan latar belakangterseb tas, maka Penulis tertarik untuk

elitian  PENERAPAN SANKSI

ielakukan penelitian dengan judul pey

DANA YANG BERBEDA TERH ERELAKUERENYALAH GUNA
OTIKA DIHU G P AYAT (1)
\‘ -UNDANG U 2009 TENTANG

N
WKARAWANG

Pid.Sus/202LIP
Adapun permasalahan yangidiangkasdalam penelitian ini adalah :

U

Identifikasi Masa

1. Bagaimana pertimbangan Ha dalar apan_sanksi_pidana yang

berbeda terhadap pelaku penyalah guna narketikaspada nomor
203/Pid.Sus/2021/Pn.BIt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/ 2021/Pn.BIt?

2. Apakah faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan dalam penerapan
sanksi pidana terhadap pelaku penyalah guna narkotika pada putusan

nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.BIt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/

Pn.BIt?



11

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana
penjara yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkotika pada

putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.BIt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/

faktor= kt(% mengakibatkan terjadinya

pidana penjara terhadap pelaku

Untuk mengetahui

perbedaan dalam penerapan sanksi /

penyalah guna narkotika pada: pates i
n putusan nomor U

D. :/Idapeneltlan
KARAWANG

1. Manfaa
Manfaat “téer! ang didapat dari penelitian ini adalah untuk

menambah wawasan<agi asiswa yang dikemudian hari menjadi
argumentasi dalam pembentuka um-'ye icita-citakan

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi

Legal opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai acuan

dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan, serta penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi referensi sebagai acuan bagi peneliti yang akan

datang.



12

E. Kerangka Pemikiran
Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk
mengkonstruksi argumentasi dalam penelitian ini (Grand Theory). Kepastian
hukum bersifat normatif ketika peraturan dikeluarkan dan diundangkan secara

pasti karena diatur secara jelas (tidak multitafsir) dan logis. Jelas dalam arti

meRj Istem norma Vang.tidak berbentyran dengan norma lain. Kepastian
mengacu pada pemberitahuan m yang jelas, permanen dan

onsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

oral,.melainkan apa yang

I hukum dipengaruhi

1.  Hukumipositi mengacu pada_perafl erundarﬁUndangan sehingga

hukum itu positi w

2. Bahwa hukum berd an fakta, artinya berdasarkan apa yang

epastian dan keadilan bukan hanya persyg
arnya membentuk
enurut Gustav

oleh 2

sebenarnya terjadi.
3. Bahwa selain mudah dilaksanakan, perlu dirumuskan secasd”jelas
untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan makna.

4. Hukum positif seharusnya tidak boleh mudah diubah.
Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada

pandangannya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu

10 Cst.Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus
Aneka Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, him.385
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sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan
produk hukum atau lebih khusus produk Perundang-Undangan. Berdasarkan
pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan
suatu hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam

masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun hukum positif ini dianggap

alah satu tujuan hukim dalahn hukum, dan dapat dikatakan

ahwa upaya mencapai keadilan termasuk galam kepastian hukum. Kepastian

tida

kum sebenarnya benawujud .suatu

Jjakkan, tanpa mem gs yi orang dapat
me sipasi apa ya ni r j elakukan tindakan

hukumtertentu kagepa adanya astia U aksanakan asas

persamaant @i ‘dépan hukum tanpa disk asi, diperlukan pula kepastian

hukum. KARAWA
Dalam memut atiperkara, Hakim memiliki independensi yang
disebut sebagai kekuasaan kehakiman™y merdeka atau sebagai kek#lasgan

kehakiman yang tidak terpengaruh oleh™ manapun. Sefain itu, peradilan
yang merdeka harus menjamin peradilan yang tidak memihak dan memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini
menunjukkan bahwa terlepas dari kebebasan Hakim, peraturan Perundang-

Undangan membatasi kewenangan Hakim.

11 Teori Kepastian Hukum menurut para ahli, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-
hukum/, (diakses tanggal 30/03/2023, pukul 16.02 WIB)


https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
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Seringkali dalam putusan perkara pidana dikenal dengan adanya
kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas
pidana. Menurut Muladi, disparitas pidana adalah penerapan pidana (Disparity
of Sentencing) dalam hal ini penerapan yang tidak sama (same offence) atau
terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa
das@F pemberian yang jelas*2 Disparitaspyang mencolok dalam penerapan

si pidana terhadap pelaku tindak p@%in menimbulkan ketidakadilan

imata para pelaku tindak pidana pada / hususnya dan masyarakat pada

pumnya, juga menimbetkan ketidakpuasar=dikalafgan=para. pelaku tindak
1a itu sendiri serta j ikalangan masyarakat. i berdampak
sa uk terhadap ke 3 a masyarakat terhadap
hukumidaniembagespesadilal I%
Putusan, Hakim yang sa ‘ i i amaperatbran Perundang-
Undangan yang ‘ada, j0gandapa KAﬂAﬂgl seperti dalam

dalam praktik peradilan®kasuspemyalahgunaan narkotika. Selain itu, putusan

pidana yang dijatuhkan dapat be -heda erpidana meskipun.kasusnya
sama dan berdasarkan pasal yang diterapka ama. Didalam_pasal 112
ayat (1) misalnya yang mana pasal tersebut mengandung ketentuan pidana
dengan bunyi sebagai berikut :
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan |

bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

12 Muladi dan Barda Nawawi, Loc.Cit.
13 Ahmad Kamil, Banding Seluruh Indonesia, Pemantapan Sistem Kamar Untuk Mewujudkan
Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme, Manado, 2012, him.8
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paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi pidana hanya terdapat 2

(dua) macam sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang

terdiriate

Pldana terdirt ates.;
1. Pidana Pokok

a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;

c. Pidana Kurungan
d. Pldana Dm

C. Pengumu nan-putusan ha |

Pidaha“Pekok adalah huku a gpal dijatuhkan terlepas dari
hukuman-hukuma i nMRAWANGaIah hukuman

yang hanya dapat o Kanlbersama-sama dengan hukuman pokok.

Sedangkan teori terapam, (Applied Theory) yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori pemidanaa g.mana tee an defgan
objek dalam penelitian ini. Pemidanaan didalam ndonesia
merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman
kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran

terhadap Undang-Undang pidana.’® Pemidanaan juga sering diartikan sebagai

sebuah penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan

14 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 10
15 Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, Hukum Pidana, PT.Sangir Multi Usaha, Jakarta,
2022, him.85



16

penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya
pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan menyakinkan
terbukti melakukan tindak pidana.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana menurut S.R Sianturi dapat

digel@ngkan dalam tiga*gelongan pokok,

diantaranya yaitu sebagai golongan

pembalasan (teori abSolut), golo eori tujuan (teori relatif), dan

emudian ditambah dengan golongan teofi gabungan.'® Teori pemidanaan

g dikenal dengan teari.gabungan pigingstheorien).adalah gabungan

teori absolut dan balasan dan

fy

Pe \ pan hukum da S\ r pembalasan dan
perta auku Ak toal asyarakat tidak-dapat-d ampingkan satu

sama lain
A
gme: RA)WANGika sebagai lex

specialis tentunya dibtaideng juan tertentu yang khusus. Tujuan tersebut

gori ini.

Undang-U

termuat didalam pasal 4 yang 8

“Undang-Undang tentang Narka grtujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika ™
Kesehatan dan/atau pengembangan
teknologi;

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika;

3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika; dan

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. ”

pelayanan
ilmu  pengetahuan dan

16 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Story
Grafika, Jakarta, 2012, him.59
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Berdasarkan pasal diatas maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika ini kehadirannya tidak hanya bertujuan memberikan efek
jera atau pembalasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi
bertujuan juga sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika serta mempertahankan tertib hukum yang ada

didalam masyarakat terutama terkait dengan penggunaan dan peredaran
Ka.sehingga,tidak disalahgunakan. Hal tersebut juga dapat terlihat dari
anya ketentuan pidana minimum-khus am Undang-Undang ini.

etode Penelitian

F.
Penelitian ini mefapakan =penelitit ANl NOrm enggunakan

diperhatikan

yuridis normat

adalah karena data utama,yangdigunakan adalah data sekunder yaitu/ata

yang didapatkan berdasarka di kepus Aedan._da unjang
adalah data primer yang berupa data yang™@ an berg an studi
lapangan.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis

alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk menggambarkan

gambaran umum suatu realitas yang terjadi di lapangan atau penjelasan
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secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang akan diteliti tanpa

megambil kesimpulan secara umum.

3. Tahapan Penelitian
a. Tahapan Persiapan
Pada tahapan ini yang dilakukan penulis yaitu menentukan masalah

yang akan diteliti, dan kemudian melakukan studi kepustakaan.

Relaksanaan ::
Pelaksanaan dilakukan de engumpulkan data-data yang

diperlukan melalui Kepustakaagff Universitas Buana Perjuangan

- ———

D
n IS n terkait bahan-bahan

auntu asalahan yang
I RAWANG

d. Tahapan Pemba

Karawang.

Tahapan Pengel

Pada tahapa

Pada tahapan<ini, pe engimplementasikan hasil penelitian

berdasarkan teori yang di dalar pulan

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka Penulis melakukan
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan
mengumpulkan data yang diperoleh dari :
a. Bahan hukum primer yaitu sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
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2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakukan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah agung
Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pemberlakukan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah agung

hun, 2017 Sebagai.Pedoman/Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

5) Putusan Pengadilan eriﬂ{ZOS/Pid.Sus/ZOZl/Pn.BIt.

or 295/Pid.Sus/2021/Pn.Bilt.

6) Putusan Pengadilan Negeri No

------ i rtikel ilmiah,

b. Bahan hukum sekumder aitu
maupun Websiteug itian.
3ahan hukum te a (B ‘law distionary), dan
s Bé %‘ﬁ
5. AnalisisiDate KARAWANG

Data ye elah, diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metodelpenalaran, hukum aksiomatis yaitu dengan f£ara
melihat Peraturan Perundang=Umdanga apkan pada perkara
yang salah satu objek penelitiannya adal@ sai.pengadildn”dengan
tujuan mengetahui seberapa tepat putusan tersebut diputuskan oleh Hakim.
G. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah :
1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

2. Mahkamah Agung.



